
PERATURAN BUPATI TORA"'A UTARA
NOMOR 3, S.iE!,rr zo19

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEI,AKSANAAN PEMBANGUNAN
RUMAH TIDAK I,AYAK HUNI

BUPATI TORA"IA UTARA,

a. bahwa peLaksanaan pembangunan Rumah Tidak
Layak Huni merupakan kegiatan yang penting
dalam upaya pemberdayaan dan
kemiskinan;

b. bahwa untuk kelancaran administrasi dan operasional
pelaksanaan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni,
maka
teknis

c, bahwa berdasarkan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
Peraturan Bupati tentang Petunjuk

diperlukan suatu pedoman sebagai petunjuk

Teloris Pelaksanaan Pem

Layak Huni.
Rumah Tidak

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Peyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Iembaran
Negana Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2OO2 tcntarrg Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 425O);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

2.

Daerah (kmbaran Negara Republik



3

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L26, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OOT tentang

Penataan Ruang (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO7 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang

Fembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi

Sulawesi Setratan (Irmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 1Ol, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO9 tentang
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Kesejahteraan Sosial Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor t2, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OlL tentang
Perumahan dan l(awasan (Iembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5188);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa. kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedtra Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58,

kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2O1O tentang
Penyelenggaraan Penatasn Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 21, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 51O3);

9, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OL2 tentang
Kesejahteraan Sosial (kmbaran

Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5294);

1O. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19 tentang
Fengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OL9 Nomor 42,



Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2O06 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daeratr sebagaimana telah diubah beberapa. kali
teral*rir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tatrun 2OL1 Nomor
310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantrran Sosid yang dad
Anggaran dan Belanja Daerah
(Berita Neg;ara Republik Indonesia Tahun 2OlL
Nomor 450);

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Ralcyat Nomor 02 lPKl I M I 2016 tentang
Kualitas Terhadap dan
Permukiman Kumuh (Berita Negara

Indonesia Tahun 2016 Nomor 172);

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Ralryat Nomor 07 lPFIllMl2OlS tentang Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O18 Nomor 403);

15. Peraturan Daerah lhbupa.ten Toraja Utara Nomor 3

Tahun 2OL2 tetang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2OL2-2O32 (Irmbaran
Daerah l(abupa.ten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 3,

Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara
Nomor 23);

16. Peraturan Daerah l(abupa.ten Toraja Utara Nomor 1

Tahun 2O13 tentang Bangunan Gedung (Irmbaran
Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2013 Nomor 1,

Tambahan kmbaran Daerah lGbupaten Toraja Utara
Nomor 25);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6
Tahun 2OlE tentang Sempa.dan Jalan dan Sempa.dan

Sungai (Irmbaran Daerah l(abupaten Torqia Utara
Tahrrn 2O18 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Toraja Utara Nomor 93);

18. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 62 Tahun 2017
tentang Hung



Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017
Nomor 6);

19. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 2L Tahun 2Ol8
tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungiawaban
Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan
Sosial, Bantuan Partai Politik dan Belanja Bantuan
Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2018 Nomor 21);

20. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 41 Tahun 2018
tentang Fedoman Implementasi Transaksi Non Tlrnai
Dalam Pelaksanaan Angaran dan
Belanja Daerah Pemerintah l(abupaten Torqia Utara

@erita Daerah l(abupa.ten Toraja Utara Tahun 2018
Nomor 42).

BUPATI
TEKNIS

TORAJA UTARA TENTANG
PETUNJUK
RUMAH TIDAK I,AYAK HUNI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah l(abupa.ten Toraja Utara.
2. Pemerintehan Daerah adalah penyelenggaraan

3.

urusan
pemerintahan oleh Daerah dan Dewan
Perwakilan Rabrat Daerah menurut asas otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara
IndonesiaTahun 1945.

Daerah ada.lah Bupati sebagai unsur
Pemerintahan Daerah yang memimpin
urusan yang menjadi

Kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Torqia Utara.
5. Dinas I(awasan dan

Pertanahan yang selaqiutnya disingkat Disperkimtan
adalah Dinas Perumahan, I(awasan permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Toraja Utara.



6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang
selanjutya disingkat BPKAD adalah Badan pengelola
Keuangan dan Aset Daerah lkbupa.ten Toraja Utara.

7. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Toraja Utara.
8. Pemerintahan Lembang/Kelurahan adalah

kmbang/Lurah dalam Kabupaten Torqia Utara.
9. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi

sebagai tempat tinggal yang layak huni, sara:na
pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat
penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

10. Rumah Tidak tayak Huni yang selanjutnya disingkat
RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan
keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas
bangunan serta kesehatan penghuninya.

11. Bantuan Stimulan perumahan Swadaya yang
selanjutnya disingkat BSpS adalah bantuan pemerintah
bagr masyarakat berpenghasilan rendah untuk
mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam
peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru
rumah beserta prasarana, sarana dan utilitas umum.

12. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya
disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai
keterbqtasan daya beli sehingga perlu mendapat
dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.

13. Kelompok Masyarakat adalah kelompok orang yang
melaksanakan pembangunan dari awal sampai akhir
pelaksanaan pembangunan, serta
mempertanggungiawabkan secara kelompok.

14. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya
disingkat KPB adalah kelompok masyarakat penerima
Bantuan RTLH.

15. Dana Banhran Pembangunan adalah salah satu bentuk
instrumen bantuan dalam bentuk barang yang
diberikan kepada kelompok masyarakat atau keluarga
miskin dan dipertanggungiawabkan oleh rekanan
penyedia barang dan kelompok penerima bantuan (Pts)

dalam bentuk tanda terima beserta bukti
penggun€Ennya atau sPJ.

16. Bantuan Pembangunan Rumah dalam bentuk barang
dianggarkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan melalui kelompok
penerima bantuan (KPB) dan disalurkan melalui pihak

ketiga kepada penerima bantuan.



17. Belanja Bantuan adalah pemberian bantuan

Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dalam Bentuk

barang kepada penerima RILH melalui pihak ketiga

danKPB.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagan Kesatu

Maksud

Pasal 2

Program kegiatan bantuan pelaksanaan pembangunan

RTLH dimaksudkan untuk merangsang dan mendorong
prakarsa, kesadaran, kemauan, kepedulian yang layak
huni dalam lingkungan yang sehat danteratur.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan program kegiatan bantuan
pembangunan RTLH adalah untuk:

kondisi sosial yanga,

terwujudnya lingkungan pemukiman yang layak;
b. meningkatkan keterpa.duan antaxa instansi terkait dan

elemen lainnya dalam penanganan
kawasan/lingkungan kumuh serta

masyarakat sekitar;
c. mendorong potensi dan kemampuan serta kemandirian

masyarakat;

keluarga

penan dan fungsi keluarga
memberikan perlindungan, bimbingan dan pendidikan

bagi anggota keluarga;

dalam

untuk

d.



e

f.

kualitas kesehatan
keluarga miskin; dan

kuditas hidup masyarakat dalam rangka
dan kesadaran

kualitas
hidupnya secara mandiri berdasarkan sumberdaya

akan upaya

yang ada, khususnya dalam rangka
perumahan dan di lingkungannya.

pem

Ketiga
Sasaran

Pasal 4

Sasaran dari program kegiatan bantuan
pembangunan KILH adalah:
a. miskin atau keluarga miskin yang

menempati rumah tidak layak huni; dan
b. masyarakat miskin atau keluarga miskin yang

memenuhi kriteria penerima bantuan sosial Rumah
Tidak Layak Huni.

BAB III
RUANG LIGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup dalam Feraturan Bupati ini, meliputi:
a. bentuk dan kriteria penerima;
b. mekanisme pemberian bantuan stimulan pelaksanaan

pembangunan RILH;
c. monitoring dan evaluasi;
d. sumber dana; dan
e. foremajerte.

BAB IV
BENTUK DAN KRITERIA

Bagian Kesatu
Bentuk Bantuan Stimulan Pembangunan RTLH

Pasal 6

(l) Bentuk Bantuan StimuLan Fembangunan RILH berupa:



a. uang; dan
b. barang.

(2) Bantuan Stimulan Pembangunan RTLH berbentuk uang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan
kepada KPB rrntuk membayar upah kerja.

(3) Bantuan Stimulan Pembangunan RTLH berbentuk
barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di
berikan berupa bahan bangunan untuk
Rumah fidak l"ayak Huni (RTLH).

Bagian Kedua
Iftiteria Penerima

Pasal 7

Kriteria penerima bantuan pembangunan RTLH adalah:
a. berdomisili di Kabupaten Toraja Utara yang dibuktikan

dengan KfiP/KK/identitas diri yang berLaku;
b. keluarga rumah tangga miskin dan tidak mampu;
c. rumah yang akan dibangun berada di wilayah

Kabupaten Tora.ia Utara;
d. memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang

dibuktikan dengan surat kepemilikan atas tanah atau
surat keterangan kepemilikan tanah dari pejabat yang

sehingga tidak
layak untuk dihuni baik secara estetika maupun
fisiknya;

f. luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 9 mz
per orang;

g. jenis lantai bangunan tempat tinggal tanah, bambu
dan/atau kayu murahan;

h. jenis dinding tempat tinggal bambu/rumbia/bilik/kayu
berkualitas rendah/ tembok setengah bata belum
diplester;

i. lapangan pekerjaan utama kepa.la rumah tangga adalah
petani dengan hras 0,5 ha;

j. buruh tani, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau
pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah upah

Daerah; dan
k. pendidikan tertinggi kepala rumah tangga adalah SLTA

atau sederajat.

e. kondisi rumah



c.

BAB V
MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN STIMUI,AN

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RTLH

Bagian Kesatu
Tahap Perencanaan

Pasal 8

Tahap perencanaan pemberian bantuan stimulan
pelaksanaan pembangunan RALH, meliputi:
a. sosialisasi dan/ atau penyuluhan
b. verifikasi calon penerima bantuan stimulan pelaksanaa

RTLH;
calon penerima bantuan stimulan

pelaksanaan pembangunan RTLH; dan
d. identifikasi kebutuhan dan pen5rusunan proposal.

Pasal 9

(l) Sosialisasi dan/ atau penyuluhan
dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan melalui
pertemuan yang sifatnya formal dan informal.

(2) Sosialisasi se dimaksud pada ayat (1)

disampaikan mulai dari tingkat Kecamatan sampai
dengan tingkat kmbang/Kelurahan.

(3) Materi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) meliputi:
a. pola pengerjaan pembangunan RTLH;

b. gambar konstruksi;
c. Rencana Anggaran Biaya (RAB);

d. dan
penggunaan dana bantuan stimulan pelaksanaan

RTLH dan

e. waktu
f. sistem

pelaksanaan; dan

Pasal 1O

(l) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
huruf b dilaksanakan oleh tim teknis terhadap data
usulan RTLH dari Kepala Lembang/Lurah melalui
Camat pada wilayah kerja masing-masing.



(2) Tim Teknis didamping oleh aparat kmbang/Lurah,
Rukun Warga, Rukun Tetangga
penjajakan di lapangan guna mendapatkan gambaran

tentang kondisi kelayakan RTLH agar program bantuan
pembangunan RTLII tepat sasaran.

(3) Tim teknis setelah mel.akukan verifikasi, mengusulkan
kepada Bupati untuk menetapkan lokasi dan sasaran

bantuan pembangunan RTLH dengan
Keputusan Bupati.

Pasal 11

calon bantuan stimulan
dimaksudpelaksanaan pembangunan IITLH sebagaimana

dalam Pasal 8 huruf c dilakukan melalui:
calon penerima bantuan stimulana,

pelaksanaan pembangunan [(ILH;
b. membentuk dan bersepakat untuk tangung

renteng dalam pelaksanaan pembangunan RILH; dan
c. menentukan toko/penyedia bahan bangunan.

Pasa1 12

Identifikasi kebutuhan dan penrusunan proposal
sebagaimana dimaskud dalam Pasal 8 huruf d dilakukan
melalui rembug warga.

Bagian Kedua
Tahapan Pencairan, Penyaluran dan Pemanfaatan

Paragraf 1

Pencairan

Pasal 13

(1) Pencairan dilaksanakan sesuai kontrak kerja apabila
KPB telah memberikan laporan tanda terima barang
yang diketahui oleh Kepala kmbang/Lurah melalui tim
teknis.

(2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan apabila pihak penyedia barang telah
permohonan pencairan berupa berita acara

serah terima barang kepada kelompok penyedia yang



yang diketahui oleh Kepala Lembang/Lurah, tim teknis
dan fasilitator.

(3) Berita acara 5slagaimen4 dimaksud pada
ayat (2) dilengkapi dengan dokumentasi sesuai
kebutuhan.

Pasal 14

(1) Pencairan dalam bentuk uang dilakukan melalui
BPKAD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang_
undangan

(2) Pencairan dana untuk bantuan yang diberikan dalam' bentuk barang prasarana, sarana dan utilitas umum
dilakukan melalui Disperkimtan.

ParagraI2
Penyaluran

Pasal 15

(1) Penyaluran bantuan stimtrlan pelaksanaan
pembangunan RTLH dilakukan oleh penyedia sesuai
kontrak kerja.

(2) Penyaluran upah kerja melalui rekening KpB dalam
satu Tahap.

Paragraf 3
Pemanfaatan

Pasal 16

(1) Pemanfaatan bantuan stimulan pelaksanaan
pembangunan RTLH dalam bentuk uang
untuk upah kerja dilaksanakan dengan cara penarikan
tunai dari rekening KPB dan diserahkan kepada pekerja
bangunan pertanggungiawaban kuitansi penerima.

(2) Penarikan tunai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilalrukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.



a. Laporan penggunaan dana bantuan aga, sesuai dengan
peruntukannya;

b. Laporan penyaluran barang disusun oleh penyedia
barang; dan

c. l.a.poran penggunaan material sesuai rancangan
Ernggaran biaya disusun oleh KpB bersama tim teknis
dan fasilitator lapangan disertai bukti dan dokumentasi.

Bagian Ketiga
Tahapan Pelaporan

Pasal 17

Laporan penggunaan dana bantuan s
pembangunan RTLH, antara lain:

timulan pelaksanaan

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

(1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh tim teknis
pelaksana RTLH.

(2) Monitoring dan evaluasi ditaksanakan untuk memantau
dan memastikan pelaksanaan program bantuan
stimulan pembangunan RILH sesuai dengan tqiuan
dan sasaran.

(3) Monitoring dan evaluasi bertqjuan:
a. mengukur dan menilai hasil pelaksanaa:n prograjm

(outpu| mulai dari tahap awal sampai dengan hasil
akhir;

b. mengetahui tingkat kemajuan program dal capaian
ke4a (outnmQ yang tampak bagi masyarakat.

c. Memastikan proses dan distribusi
sampai dengan pemanfaatan barang.

BAB VII
SUMBER DANA

Pasal 19

Dana bantuan stimulan pelaksanaan pembangunan RILH

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Toraja Utara.



BAB VIU
FI?RCE IYTI'IETIRE

Dalam hat terjadi kenrsuhan dan bencana alalm yang
men5rebablmn tidal( dapat dilaksanakannya pekerjaarr
matra pelakeanaan RIT,I{ dapat dihentikan.

BAB IX
KETENTI'AI{ PENUTUP

Peraturan Bupati ini mutrai berlaku pada tangal
diundangkan.

Aggr sctiap orang mengetahuinya, memerintatrkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
pefiemptannya dalarn Berita Daeratr lGbupaten
Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 1g ,ru;,i ZOlg

TlORA"IA UTARA,

.q

Dftrndangkan di Rantepao
pada tanggal 19 &rt: zolg

DAERAH
IITARA,

al'r,I

*.n

BERITA DAERAH KABUPATEN TORA*IA UTARA TAHUN 2Ot9 NOMOR 35


